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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan 

regenarasi, sehingga kodrat manusia untuk melangsungkan kehidupan akan 

berlanjut. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah 

aqad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah 

SWT. Serta melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan melaksanakan suatu 

ibadah berarti melaksanakan agama.1Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin, 

baik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Seorang anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah 

rumah tangga, tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun 

mahligai rumah tangga yang bahagia, dan kekal juga untuk meneruskan suatu 

keturunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 

                                                           
1 Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan), 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm., 42. 
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). 



17 
 

 
 

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.3 

Dalam suatu perkawinan yang normal kehadiran seorang anak menjadi 

idaman setiap pasangan, namun kenyataannya, banyak orang tua yang membuang 

anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Karena anak yang terlahir 

merupakan anak hasil dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan dalam 

ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.4 

Anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Kemudian Pasal 43 Ayat 1 

menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah pasca putusan Mahkamah 

konstitusiNomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” 

Pengertian anak luar kawin secara rinci tidak ditegaskan dalam Undang-

Undang Perkawinan. Berdasarkan terminologi, “Anak luar kawin adalah anak 

                                                           
3 Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 
4 D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga ( Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca 

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan), Jakarta: Prestasi 

Pustaka. Hlm.3. 



18 
 

 
 

yang dilahirkan seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan 

yang sah dengan pria genetik sang anak. Sedangkan pengertian luar kawin adalah 

hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan 

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif 

dan agama yang dianutnya”.5 Rosnidar Sembiring mengartikan anak luar kawin 

yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang 

lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang seperti itulah 

dapat diakui secara sah oleh ayahnya.6 

 

 

                                                           
5 Aris Dwi Susanti, 2013, “Tinjauaun Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak 

Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1.  Hlm. 

4, dalam https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID-tinjauan-yuridis-mengenai-

kedudukan-dan.pdf, diakses Pada Tanggal 7 November 2018, Pukul 11.20 WIB. 
6 Rosnidar Sembiring,. Op.Cit, Hlm.,123 

https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID-tinjauan-yuridis-mengenai-kedudukan-dan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID-tinjauan-yuridis-mengenai-kedudukan-dan.pdf
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Persoalan mengenai anak luar kawin kerapkali terjadi pada masyarakat, 

misalnya yang terjadi pada ibu rumah tangga yang sudah menikah dan dikaruniai dua 

orang putri. Pada saat pernikahan berlangsung ibunya tidak pernah memberi tahu 

bahwa ia dilahirkan diluar pernikahan. Namun setelah perkawinan sudah berjalan 

ibunya baru memberitahu hal itu, dan hatinya sangat sedih dan kecewa karena ibunya 

tidak memberi tahu hal itu sebelum perkawinannya dilangsungkan. Sementara saat ia 

menikah yang menjadi wali adalah ayah biologisnya.7 

Selain itu kasus lain yang terjadi yaitu seorang perempuan menikah dengan 

seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun proses perkawinan tersebut 

tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikenal dengan prinsip 

perkawinan poligami. Adapun syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: 

Pasal 4: 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

                                                           
7 Islampos, https://www.islampos.com/jadi-anak-luar-nikah-benarkah-pernikahan-harus-diulang-

7946/, diakses pada rabu, tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.32. 

https://www.islampos.com/jadi-anak-luar-nikah-benarkah-pernikahan-harus-diulang-7946/
https://www.islampos.com/jadi-anak-luar-nikah-benarkah-pernikahan-harus-diulang-7946/


20 
 

 
 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang harus dipenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka. 

Meskipun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal tersebut, perkawinan tetap 

dilangsungkan. Akan tetapi ketika perkawinan dilangsungkan, wali pihak perempuan 

tidak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan, namun pihak perempuan 

berwali kepada pihak lain yakni wali hakim. Dari perkawinan  tersebut dilahirkan 1 

(satu) orang anak, yaitu anak laki-laki. Setelah itu istri melakukan gugatan cerai 

kepada suami, maka sudah terjadi cerai karena talak sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan 

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 

gugatan perceraian. Kemudian Pengadilan telah mengadili dan memutuskan pasangan 
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tersebut resmi bercerai. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, 

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.8 

Perceraian tersebut dianggap sebuah skenario oleh para pihak, disatu sisi 

pasangan tersebut sudah resmi bercerai artinya sudah tidak menjadi pasangan suami 

istri lagidan tidak melakukan rujuk, sementara disisi lain mereka tetap berhubungan 

selayaknya suami istri, dari hubungan tersebut dilahirkan lagi seorang anak dari 

hubungan luar nikah.Hal tersebut dapat merugikan anak serta akan menimbulkan 

dampakpengaburan asal-usul identitas anak yang dilahirkan. 

Hal ini terjadi karena sifat hukum dari hukum perkawinan yang berintikan 

pada keyakinan dan agama, artinya suatu ketaatan seorang suami maupun istri ketika 

dinyatakan telah putus dalam hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan tersebut 

berakibat pada larangan oleh agama untuk melakukan pendekatan selayaknya suami 

istri. Ketaatan untuk tidak melakukan pendekatan selayaknya suami istri tersebut 

bergantung pada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut yang menjadi suatu hakikat 

hukum terutama dalam Hukum Islam. Kepatuhan ini juga yang membedakan kodrat 

seorang manusia dengan hewan. Negara tidak mempunyai instrument yang dapat 

menuntut seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap ketaatan tersebut.9 

Pada prinsipnya dalam sudut pandang biologis maka setiap anak pasti 

mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang telah melahirkannya, sedangkan 

                                                           
8Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). 
9 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Abdullah, Dosen Pengajar Program Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang, Selasa, 7 Mei  2019. 
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ayahnya adalah orang yang membenihkannya.10Dalam praktik seringkali terjadi 

seorang ibu menyembunyikan asal usul orang yang membenihkannya atau ayah 

biologisnya. Unsur-unsur yang menjadi motivasi dalam menyembunyikannyadapat 

berupa kesengajaan maupun tidakketahuan. Unsur kesengajaan tersebut hanya 

seorang ibu yang mengetahui asal usul anak yang dilahirkan, dengan kata lain orang 

yang membenihkannya. Sehingga ada kesengajaan ibu untuk mengaburkan nasab 

anak ketika sudah dilahirkan serta adanya unsur kesengajaan para pihak untuk 

mempermainkan suatu lembaga perkawinan.Dibalik unsur kesengajaan dapat saja 

seorang ibu yang telah melahirkan tidak mengharapkan adanya gangguan dari pihak 

ayah biologisnya pada saat berlangsungnya pertumbuhan anak. 

Kekaburan nasab anak juga dapatkabur secara administrasi maupun biologis. 

Prinsipnya hanya seorang ibu yang mengetahui ayah biologis dari anak yang 

dilahirkan atau orang terdekatnya. Dampak dari kesengajaan dalam mengaburkan 

nasab anak baik secara administrasi maupun biologis, berdampak pada penyesatan 

nasab anak karena unsur kesengajaan dari seorang ibu yang telah mengkaburkan 

nasab anak itu.   

 

 

                                                           
10 Aris Dwi Susanti, “Tinjauan Yuridis Mnengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin 

Dilihat dari Segi Hukum Perdata” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ibid, Hlm. 3 
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Dari sudut Hukum Islam, Abu Ishaq Al-Shatibu merumuskan lima tujuan 

hukum islam (al-Maqosid al Khamsah) yaitu memelihara:11 

1. Agama; 

2. Jiwa; 

3. Akal; 

4. Keturunan; dan 

5. Harta. 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat 

menjangkau secara rinci seluruh yang menjadi tujuan dari hukum Islam diantaranya 

yaitu mengenai keturunan, kemudian juga tidak mengatur secara rincimengenai 

kenyataan asal usul benih seorang anak khususnya anak luar perkawinan.Sehingga 

pada kenyataannya dapat menyesatkan nasab anak luar perkawinan. Undang-Undang 

Perkawinan tidak dapat memutus yang bukan menjadi suatu kewenangannya. Hal 

tersebut akan mengakibakan  suatu penyesatan yang berakibat pada pengaburan  

nasab anak yang lahir di luar perkawinan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia biologis diartikan sesuatu hal yang 

terkait dengan biologi atau kehidupan dan makhluk hidup. Definisi biologis adalah 

sesuatu yang terhubung dengan proses alami dari makhluk seperti kelahiran, genetik 

                                                           
11Muhammad Daud Ali, 1990, Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum 

Islam di Indonesia), Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 61.  
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dan sebagainya. Ayah biologis berarti ayah kandung atau ayah yang memiliki genetik 

yang sama.12 

Kejadian kasus di atas sangat merugikan seorang anak yang lahir di luar 

perkawinan. Pada hakikatnya untuk melangsungkan suatu perkawinan harus 

memenuhi rukun-rukun perkawinan. Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun 

nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:13 

1. Calon suami; 

2. Calon istri; 

3. Wali nikah; 

4. Dua orang saksi; 

5. Ijab dan Kabul. 

Wali merupakan syarat sahnya suatu akad nikah. Tidak sah suatu pernikahan 

tanpa adanya wali. Al-Jaziry menegaskan wali adalah seseorang yang padanya 

menjadi penentu syahnya akad (pernikahan), maka tidak sah tanpa adanya suatu wali. 

Menurut Syafi’I, bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, 

sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali nikah.14 

                                                           
12 http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-biologis/ 
13 Mustofa Hasan, 2011,  Pengantar Hukum Keluarga,  Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm., 60.  
14 Fransisca Ismi Hidayah, “Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan 

Anak Angkat”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, 2014, Hlm.2 ,Diakses pada tanggal 7 November 

2018 Pukul 12.12 WIB. 
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Khususnya mengenai wali nikah, wali nikah adalah orang yang berhak 

menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai 

perempuan. Apabila dilihat dari macam-macam wali yaitu:15 

1. Wali nasab; 

Wali nasab yaitu orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai 

wanita dan berhak menjadi wali. 

2. Wali hakim; 

Wali hakim yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak 

sebagai wali dalam suatu pernikahan. `  

3. Wali tahkim, dan 

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri  

4. Wali mujbir atau wali adol. 

Mengenai wali nasab diatur secara rinci dalam Hukum Islam, akan tetapi tidak 

dapat dijangkau seluruhnya oleh Undang-Undang Perkawinan. Persoalan kemudian 

dalam kejadian di atas bagaimana status wali pernikahan untuk anak luar kawin. 

Hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis tidak memberikan kepastian 

hukum. Apabila anak luar kawin akan menikah, ia tidak mempunyai wali nasab yang 

menjadi wali nikahnya. Oleh karena itu harus ditentukan wali hakim. Penentuan wali 

hakim bagi seorang perempuan merupakan suatu jalan keluar untuk seorang 

perempuan melangsungkan suatu perkawina, agar rukun dan syarat perkawinan 

                                                           
15Mustofa Hasan. Op.Cit, Hlm. 109 
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terpenuhi. Mengenai wali juga tergantung pada ketaatan seseorang untuk 

melangsungkan suatu perkawinan. 

Peristiwa di atas dapat merugikan anak luar kawindan meserta peristiwa yang telah 

diuraikan di atas menjadi ketertarikan penulis dan melatar belakangi penulisan tesis 

yang berjudul “PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI 

CATATAN SIPIL (STUDI KASUS ANAK YANG LAHIR DARI 

PERKAWINAN PASANGAN PASCA BERCERAI).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

suatu permasalahan yang akan dibahas dan dilakukan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan 

pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil? 

2. Bagaimana peran negaradalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan 

yang mengaburkanasal-usul nasab anak? 

3. Bagaimana batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak 

yang lahir dari pasangan pasca sudah bercerai dan prosedur pencatatan anak 

luar kawin di Catatan Sipil; 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang peran negara dalam 

menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yangmengaburkanasal-usul 

nasab anak; 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan batasan ayah biologis dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Studi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang hukum islam pada umumnya, dan hukum 

perkawinan pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat yang 

ingin mengetahui perlindungan terhadap anak yang dilahirkan 
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daripekawinan pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar 

kawin di catatan sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan 

mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, serta untuk 

mengetahui batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta untuk dijadikan sebagai bahan bacaan 

lebih lanjut siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut menegnai topik 

serupa kemudian hari. 

 

E. Ruang Lingkup 

Pada penulisan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

hanya pada perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan 

prosedur pencatatan anak luar kawin di catatan sipil, peran negara dalam 

menyelesaikan persoalan pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, serta 

untuk mengetahui batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010. 
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F. Kerangka Teori 

Asal kata teori dari kata theoria yang bermakna pandangan atau wawasan.16 

Kemudian pengertian teori secara gramatikal yaitu:17 

a. Pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa 

atau kejadian; atau 

b. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu 

pengetahuan; atau 

c. Pendapat cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. 

Teori juga merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu 

gejala. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas 

beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun karena 

dalam teori juga mengandung konsep teoritis, yang juga berfungsi menggambarkan 

realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.18 

Fred N. Kerlinger juga mengemukakan definisiteori sebagai:19 

“seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan 

pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan 

antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala 

itu”. 

Dalam penulisan tesis ini, terdapat beberapa teori yang dipakai,yaitu: 

                                                           
16 Sudikno Mertokusumo, 2014, Teori Hukum (edisi revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 

Hlm.,4. 
17 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis,Buku Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm., 1.  
18 Bagong Suyanto dan Sutinah,  2012., Metode Penelitian Sosial: berbagai alternatif pendekatan, 

Jakarta: Kencana. Hlm. 34.  
19Ibid, Hlm. 2.  
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1. Grand Theory 

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikembangkan oleh Jhon 

Rawis (1971) dalam bukunya A Theory of Justice yang menyatakan bahwa “Keadilan 

adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama”. Dengan 

keadilan demikian akan ada jaminan stabilitas hidup bersama. Teori keadilan 

menjelaskan bahwa keadilan atau justice,20 di dalam hukum Islam merupaka nilai dan 

asas penting dan bermakna luas, tidak terbatas pada keadilan hukum, juga mencakup 

berbagai sisi kehidupan manusia.  

Keadilan menurut Teori Hukum Islam merupakan proposionalitas antara hak 

dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta 

kedekatan dengan Allah SWT.21 Di dalam Alquran terdapat beberapa Ayat yang 

berisi tentang kemaslahatan dan keadilan yang meruupakan inti dari hukum islam 

yakni: 

Al-Quran juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam rangka 

menegakkan hukum islam secara keseluruham seperti: 

 

 

 

 

                                                           
20 Abdullah Gofar, 2013, Reorientasi dan Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama “ 

Upaya Menegakkan Keadilan Berlandaskan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia Yang 

Berwibawa”, Disertasi. Tidak diterbitkan. Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca 

Sarjana Universitas Sriwijaya, Hlm. 22. 
21 Marsudi Triadmojo, 2012, Materi Kuliah Teori Hukum. 
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Surah An-nissa Ayat 58 

 

َ  تحَ    :Surah An-nissa Ayat 135اللَّه

 

Artinya:  

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.  
 

Surah Al-Maidah Ayat 8: 
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

Kedudukan dan fungsi keadilan di dalam Islam sangat penting disebut di 

dalam Al-Quran lebih dari 1000 (seribu) kali. Kosa kata keadilan terbanyak setelah 

Allaw SWT dan Ilmu pengetahuan.22 Al-Quran menggunakan tiga terma untuk 

menyebutkan kata adil dan keadilan, yakni al-adl, al-qisth dan al-mizan,23Al-Adl 

berarti “sama” tertuju pada hal yang aspek substansial aturan, memberi pedoman 

adanya kepentingan dua pihak atau lebih. Jika hanya ada satu pihak tidak akan terjadi 

“persamaan”. Al-Qist berarti “bagian” yang wajar dan patut. Hal tersebut tidak 

mengantarkan adanya “permaaan”, Al-Qisth lebih umum dari al-adl, maka ketika Al-

Qur’an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qish yang 

digunakan. Al-qish lebih tertuju pada mekanisme dan tatacara pemberian keadilan dan 

masuk ranah hukum acara. Sedangkan Al-Mizan berasal dari kata wazn (timbangan) 

berarti keadilan tertuju pada hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum. 

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama di perlakukan 

dengan sama. Dalam arti material hukum dituntut agar sesuai dengan cita-cita 

keadilan dalam masyarakat. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak 

                                                           
22 A.M. Saefuddin, “Sistem Ekonomi Islam” dalam Panjimas Nomor 411 Tahun 1983, Hlm. 

45. 
23 M. Quraish Shihab, 1998, Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan, Hln. 110-133. 
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ada yang kebal terhadap hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum. Suatu hukum yang tidak mau 

adil bukanlah hukum namanya.24 

Tindakan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan akan menimbulkan ketidak adilan atas hak-hak anak tersebut, karena 

bukan kehendak anak tersebut untuk dilahirkan dalam suatu ikatan tidak sah menurut 

Undang-Undang 

 

2. Middle Range Theory 

Sebagai Middle Range Theory, penulis mempergunakan Teori Kepastian 

Hukum dan Teori Perlindungan Hukum 

a. Teori Kepastian Hukum 

Pada teori ini, cenderung melihat hukum dalam wujudnya sebagai “kepastian 

undang-undang”. Selain itu, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan 

hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), yang mengandung norma-

norma (legal norms), dan asas-asas (legal principles). Kepastian hukum tersebut 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

                                                           
24 Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, Mengutip dari : Frans Magnis Suseno, Etika 

Umum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: 1983. Hlm/79-82. 
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hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian25. 

Kepastian nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan sesuatu 

sangat penting, kepastian nasab sebagai ikatan penyambung keturunan serta asal-usul 

kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya. Hubungan darah merupakan 

dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya. Hubungan darah 

tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes Asam 

deoksiribonuklear yang lebih dikenal dengan singkatan tes DNA. 

 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Ada beberapa istilah teori perlindungan hukum dalam bahasa inggris, yaitu 

legal protection theory, bahasa belanda disebut dengan theorie van de wettelijke 

bescherming, dalam bahasa jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz.26 

Roscoe Pond mengemukakan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat 

perlindungan atau dilindungi oleh hukum, yaitu pertama, kepentingan terhadap 

negara sebagai suatu badan yuridis; kedua, kepentingan negara sebagai penjaga 

kepentingan sosial; ketiga, kepentingan terhadap perorangan terdiri dari pribadi, 

hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi. Artinya dapat dilihat bahwa 

                                                           
25 Acmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta:Toko 

Gunung Agung. Hlm. 82-83. 
26 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 259. 
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sangat diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan perseorangan, 

karena dengan adanya perlindungan hukum akan tercipta suatu keadilan.27 

Teori perlindungan hukum adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi 

serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. 

Dari pengertian di atas, maka terdapat unsur-unsur yaitu: 

a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan 

b. Subjek hukum; dan 

c. Objek perlindungan hukum28 

Bentuk dari perlidungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, meliputi:29 

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif 

Perlindungan ini bersifat pencegahan, yang mempunyai arti bahwa 

perlindungan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan 

keberatan (imspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintahan mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa. 

2. Perlindungan hukum yang bersifat represif 

Perlindungan hukum ini bersifat untuk menyelesaikan apabila terjadi 

sengketa. Pada penelitian ini, perlindungan nasab anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan. Prinsip perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang 

                                                           
27  Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 298. 
28 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, Hlm. 263. 
29Ibid, Hlm. 264.  
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Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah 

sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi. Serta dalam Pasal 28 B UUD 1945, Setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta bentuk atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.   

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan maupun anak yang 

kelahirannnya disamarkan oleh orang tuanya harus mendapat perlindungan 

baik dari negara maupun sisi agama. Bentuk  perlindungan dapat berupa 

perlindungan masa depan dibidang pendidikan maupun kesejahteraan anak. 

Namun karena tidak ada legalitas oleh negara, mengakibatkan hak-hak yang 

bersangkutan yang harus dijamin oleh negara negara mengalami kesulitan. 

Prinsipnya setiap individu yang bersangkutan memiliki hak yang sama dengan 

anak-anak yang dilahirkan sah sebagai warna negara.30 Sebagaimana 

ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Thun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak, yaitu: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak: 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

                                                           
30  Transkripsi Hasil Wawancara dengan Abdullah, Dosen Pengajar Program Studi Magister 

Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang, Selasa, 7 Mei  2019. 
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c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 

Namun, perlindungan. 

 

c. Nilai-nilai Hukum 

Hukum merupakan suatu sistem, yang bermakna bahwa hukum merupakan 

tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berkaitan erat satu sama lain. dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kestuan 

yang terdiri dari-unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Adapun ajaran cita hukum (idée des 

recht) menyebutkan adanya tida unsur cita hukum yang harus ada secara 

proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan 

kemanfaatan (zweckmasigneit). 

Aristoteles sebagaimana dikutif Shidarta, ia menyatakan keadilan adalah 

kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung 

lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum ,dan apa yang sebanding, yaitu 

yang semestinya.Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas bermakna 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis berarti menjadi suatu 

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Kemanfaatan berasal dari kata “manfaat”, Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti faedah atau guna. Menurut Sudikno Mertokusumo 
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bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakaan hukum 

harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.31 

Hak anak luar kawin untuk mengetahui asal-usulnya dan untuk mendapatkan 

pemeliharaan yang layak merupakan sebuah hak privat dan absolut. Hak-hak 

kekeluargaan merupakan hak absolut. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap 

orang dan memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi 

substansi haknya melalui hubungan hukum dan perbuatan hukum, baik yang menurut 

hukum maupun yang melanggar hukum. Menurut Hehfeld, apabila seseorang bicara 

mengenai hak, maka hal itu akan mengacu kepada right atau claim, atau suatu hak 

untuk menuntut sesuatu.32 

 

d. Teori Maslahah Mursalah 

Hukum Islam mempunyai karakter yang berdimensi pada Al-Mashlahahyang 

bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat umat manusia secara menyeluruh 

sesuai dengan kodrat manusia yaitu khalifah yang bertugas untuk melestarikan dunia 

ini.Maslahah secara etimologis adalah kata tunggal dari Al-Masalihyang searti 

dengan kata salah yaitu mendatangkan kebaikan terkadang juga digunakan juga isilah 

lain yaitu Al-Islislahyang berarti “mencari kebenaran”, kata maslahah atau istilah ini 

disertai dengan kata Al-Munasibyang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat 

                                                           
31 Sudikno Mertokusumo, Tentang Kemanfaatan Hukum, Hlm. 161. 
32 Rosalinda Elsina Latumahina, Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010. Hlm. 375. 
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penggunaannnya. Dari beberapa arti yang telah diuraikan diambil pemahaman bahwa 

setiap sesuatu  apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk 

memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka 

semua itu disebut dengan maslahah.33 

Anak luar kawin memiliki hak keperaatan dalam hal pembiayaan hidup, 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, selain itu keperdataan dalam hal nasab, wali dan 

waris, tidak ada penetapan hukum syara’ dan tidak ada pula dalil melarangnya. 

Namun penetapan dalil hukum tersebut hanya mengatur mengenai nasab dan waris. 

Selain itu hakekat diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai maslahah bagi 

seluruh umat manusi serta bertujuan untuk menghilangkan kerusakan. Sehingga 

menghilangkan kerusakan atau kerugian yang diterima oleh anak luar kawin, 

merupakan perwujudan maslahah mursalah.  

Anak luar kawin mendapat perindungan terkait hak konstitusionalnya, karena 

setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa 

melainkanperbuatan orang tuanya yang berdosa. Memberikan perlindungan anak luar 

kawin termasuk dalam kategori maslhatul aulad. Dengan demikian anak luar kawin 

memperoleh kebaikan mengenai persoalan hak-haknya yang terkandung dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak,  tidak bertentangan dengan nash. Sebab dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ini juga untuk 

menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. 

                                                           
33 H.M. Hasbi Umar. 2007, Nalar Fiqh Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Press, Hlm. 

112. 
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3. Applied Theory 

Penulis mempergunakan teori dalam Applied Theory yaitu teori Hifzhu Nasl. 

Hifzhu Nasl adalahmenjaga keturunan atau tidak mengabaikan kejelasan 

keturunan dari seorang anak.Menurut Imam Al-Ghazali, hifzhu nasl merupakan salah 

satu dari lima hal pokok yangmerupakan dari tujuan hukum islam yaitu memelihara 

agama (ḥifẓu al-din), memelihara jiwa (ḥifẓu al-nafs), memelihara akal(ḥifẓu al-‘aql), 

memelihara keturunan (ḥifẓu alnasl), dan memelihara harta (ḥifẓu al-mal). 

Wajibdipelihara dan termaksud ke dalam kategori al-ḍarūriyyah . Kategori al-

ḍarῡriyyah dalam maqᾱṣid al-syar’iyyah memiliki peringkat pertama dalam hal 

mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, karena 

merupakan sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan kehidupan 

tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kehancuran.34 

Memelihara keturunan juga bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup 

manusia dari generasi ke generasi. Karena itu syari’at memandang pentingnya naluri 

manusia untuk berketurunan dan syari’at mengatur pemeliharaan keturunan.Salah 

satunya berbuat zina dilarang oleh agama,35 

 

 

                                                           
34 Zakyyah,“Consangunity Of A Child Born Out Of Wedlock In The Concept Of “Hifzhu Nasl” 

(An Analysis of the Constitutional Court’s Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Yudisial, Vol 

9, No 2, 2016, Hlm. 15-16, dalam http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/24/22, 

diakses pada tanggal 3 April 2019, Pukul 23.02 WIB. 
35 Masnilam Intan Malahati. 2018. Tinjauan Hifdzun An-Nafsdalam Penglepasan Nafkah Anak 

Oleh Ayahyang Mampu Bekerja (Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto Dan Ibu Ngadiyem Di Desa 

Kangkung Mranggen Demak), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongosemarang, Hlm.19. 

http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/24/22
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Sebagaimana Firman dalam Al-qur’an Surat Al-Nur Ayat 33: 

 

Bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa memelihara keturunan itu 

lebih utama daripada memelihara harta. Berbicara tentang nasab anak di luar 

perkawinan sangat erat kaitannya denganpemeliharaan keturunan (ḥifẓu nasl), karena 

nasab seorang anak berpengaruh kepada hak dan kewajibannya terhadap orang tua, 

dan jika nasab tidak dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan dapat terhubungnya 

nasab seorang anak kepada ayah, maka orang yang berzina tidak akan khawatir lagi 

dengan konsekuensi nasab anaknya kelak, hal ini dapat membuka peluang lebih besar 

untuk orang berbuat zina dan menjaga nasab juga merupakan kebutuhan primer yang 

wajib dipenuhi agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia 

menjadi seperti hewan yang melakukan hubungan tanpa harus didahului dengan akad 

nikah. 

Kemudian Sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,Ulama 

fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang ibu melalui perkawinan yang sah, 

dinasabkan kepada suami dari ibu tersebut. Hal ini seperti yang sabda Rasulullah 
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yang diriwayatkan dari Abu Hurairahbahwasanya Rasulullah SAW bersabda Anak 

adalah milik bagi yang seranjang (dengan ibu si anak dan dalam perkawinan yang 

sah), dan bagi pezina adalah rajam. 

 

G. Kerangka Konseptual 

Beberapa persepsi atau pengertian yang akan digunakan dalam kerangka 

konseptual sebagai dasar penelitian hukum, hal ini untuk menghindari perbedaan 

penafsiran yang dipakai, selaian itu juga untuk pegangan dalam proses penelitian ini, 

serta untuk memberikan pemahaman dan tujuan pada penelitian ini. Dengan demikian 

akan dijelaskan pengertian operasiolan yaitu: 

1. Prosedur Pencatatan 

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas serta metode 

langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. 

Pencatatan berasal dari kata “catat” yang berarti menuliskan sesuatu 

peringatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencatatan adalah 

proses, pembuatan, cara mencatat atau menuliskan sesuatu ke dalam buku. Menurut 

Simamora pencatatan didefinisikan sebagai pembuatan suatu catatan harian 

kronologis kejadian yang teratur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. 

Menurut Mulyadi prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria 

biasanya melibatkan orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
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2. Luar Perkawinan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

memberikan definisi prkawinan sebagai berikut: 

“Perkawinan adalah iktan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologi luar diartikan 

sebagai sesuatu yang tidak merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri. Mengenai luar 

perkawinan yang berarti sesuatu yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu 

perkawinan itu sendiri.  

3. Catatan Sipil 

Catatan Sipil (Burgelijke Stand) artinya catatan mengenai peristiwa perdata 

yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. 

Beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan yang perlu dilakukan pencatatan, 

yaitu: 

a. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subyej hukum 

pendukung hak dan kewajiban; 

b. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami istri 

dalam ikatan perkawinan menurut hukum; 

c. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau 

duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan; 
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d. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, 

sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah. 

e. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan 

identitas tertentu dalam hukum perdata. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini jenis penelitian hukum yang digunakan untuk membahas 

dalam penelitin ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang 

dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti36.  

 

2. Metode Pendekatan Masalah 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-

Undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 

sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan 

menelaah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Pasal 99, Pasal 100 

                                                           
36 Soerjono Seokanto, Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta :Rajawali Pers. 

Hlm., 13-14. 
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Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang 

sedang ditangani yaitu mengenai batasan ayah biologis baik dalam Undang-Undang 

Perkawinan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010.37Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian ini, maka diharapkan 

akan ditemukan Legal Reasoning (alasan hukum) sebagai referensi penulisan 

argumentasi dalam menjawab isu hukum,38 khususnya isu mengenai dampak yang 

timbul dari tindakan mengaburkan dan penyesatan nasab anak luar perkawinan, serta 

mengenai negara dalam memberikan solusi terhadap penyesatan nasab anak di luar 

perkawinan. Pendekatan Sosiologis mengenai dinamika perkembangan yang terjadi di 

dalam masyarakat, tumbuhnya budaya individualisme pada masyarakat yang 

mengakibatkan terkikisnya karakteristik masyarakat aturan seperti  guyub 

(kekeluargaan), homogen, serta aturan adata menjadi karakteristik yang bersifat 

individualistik. 

 

3. Bahan-bahan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini bahan-bahan penelitian yang digunakan 

terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
37 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI-PRESS. Hlm. 52. 
38 Mardiah, 2013, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak dicatatkan, Palembang: 

Universitas Sriwijaya.  
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Bahan hukum perimer adalah bahan hukum yang bersifat otoriatif, maksudnya 

mempunyai otoritas normatif, terdiri dari:  

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 

Pengakuan Anak di Luar Nikah. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang dan memberikan 

penjelasan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya 

dengan tema penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka hal-

hal yang belum jelas di bahas pada bahan hukum primer, akan dibahas lebih 

lanjut.  

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yanh memberikan petunjuk maupun 

penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum 
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tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, data-data internet dan 

website seperti Wikipedia serta Jurnal Ilmiah. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang dipakai dan telah disebutkan di atas, 

maka dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder mengenai nasab anak luar 

nikah dilakukan dengan metode survey book atau library research atau studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-

undangan, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang diangkat.39Sehingga pada kasus tersebut, sebagai kasus yang aktual atau nyata 

kenyataannya tidak merujuk pada ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang 

merupakan kaidah hukum. Kaedah hukum berisi dan bersifat perintah (gebod), 

larangan (verbod) dan kebolehan (mogen), dan ketentuanisi kaedah tersebut harus 

dipatuhi dan untuk tidak dilanggar.40 

 

5. Analisis Bahan Hukum  

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, 

analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder 

dan data primer. Deskriptif itu meliputi: isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu 

                                                           
39 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Hlm., 203. 
40 Anotasi adalah catatan yang dibuat oleh pengarang/penulis atau orang lain untuk menerangkan, 

mengomentari, atau mengkritik teks karya sastra atau bahan tertulis lain. 
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kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum 

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi 

objek kajian.41 

Dengan menggunakan cara-cara penafsiran serta menjelaskan maka isu-isu 

hukum yang diangkat dalam tulisan ini dapat dianalisa dengan tepat sehingga akan 

diperoleh pembahasan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan tema tulisan. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini, penulis menggunakan logika 

berfikir deduktif yaitu penalaran yang belaku umum pada fenomena tertentu dan 

konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi ini ada konkretisasi karena hal-

hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika Offset. Hlm. 14-15. 
42 Peter Mahmud Marzuki, 2009,  Metode-metode Penelitian, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.194. 
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